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PERAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAN DALAM PENGEMBANGAN 
DAN PERCEPATAN ALIM TEKNOLOGH 

Deputi Menteri Negara Riser dun Teknologi 
Bia'ang Pengemb~zngan Sisfenr Iltrzlu Pengetahuan u'an Teknologi Nasional 

Pangail dan Pertal-tian ditetapka~l oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi 
(KNRT) sebagai salall satu prioritas utalna atau bidar~g fokus petnbangu~~an iptek seperti 
tert~lat~g dala~n Kebijakan Strategis Nasiollal llix~u Pengetahuan dan Tekllologi 
(Jakstranas Iptek) 2005-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009. 
Penetapan ini didasari oleh beberapa alasan dan pertiinbangan antara lain : 1 )  pangan 
merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi ketersediaannya oleh 
pemerintah bersama masyarakat seperti diamanatkan UU No.7 tahun 1996 Tentang 
Pangan, 2) S~lmbangan sektor peiTanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional cukup besar sekitar 17 % menempati urutan ke -2 setelah sektor industri (25%), 
3) Sektor pertas-rian darl pangan menjadi sumber utalna pendapatan dan kehidupan 
sebagian besar masyarakat (46%), 4) sektor pertaniail dan pangan masih ~nerniliki 
potensi sumber claya yang besar dan belum tergarap secara optimal, dan 5) kemandirian 
dan ketahanan pangan nasional yang belurn kokoh dan sepenuhnya terwujud. 

Kemandirian dan ketahallan pangan nasional yang belurn kokoh ditandai oleh 
produksi pangan yai~g masih belum mencukupi kebutuhan sehingga harus mengimpor, 
distribusi dan akses pangan yallg beluin optimal, gizi, mutu pangan, dan . kearnanan 
pangan yang belilm memasyarakat dan kesejahteraan petani yang rendah. Kesejahteraan 
petani yang rendah disebabka~~ antara lair1 oleh jiimlah petatii yang sangat banyak (46% 
dari penduduk) dan kepemilikan lahan yang sempit, sehingga mengakibatkan pendapatan 
yang diperoleh tiap petani rne~~jadi sangat kecil aneskipun PDB pertatlian cukup besar. 

Tantangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan yang kokoh 
tersebut semakin besar di tahun-tahun mendatang dengan menurunnya areal lahan subur 
dan produktif di Jawa akibat alih fungsi iahan untuk gemukiman dan industri, 
menurut-tnya daya dukung it-rfrastri~ktur pertanian dan terbatasnya anggaran pembangunan. 

Untilk mengatasi tantangan tersebut di atas; diperlukan berbagai langkah 
terobosan iiiulai dari peningkatall produksi pangal1 di hulu hingga pasca patien dan 
pengolahan di hilir. Untuk pengetnbangat~ produksi di huh, produktifitas dan efisietlsi 
pertanian harus ditingkatkan dan perluasan areal pertanian perlu digalakkan. Untuk 
pengembangan produksi pangan di hilir, peningkatan nilai tambah produk pertanian 
dengan rnemperpa~~jang siklus produksi hingga pengolahan harus terus dilakukan disertai 
dengan peningkatan mutu produk peI"rania13 agar tnelniliki daya saing di dalaln negeri 
maupun pasar global. 

Salnh satu f'aktor pcnting untuk mewujudkan ketal-rallan pangall yang kokoh 
adalah peran dar~ dukttngan iptek, tidak Ilanya irt~tt~k pelnbangunan sektor pertanian tetapi 
juga sektos terkait dcngan l~crtanian, seperti perindustrian, perdagangan, peke jaan umum 
dil. 

Dalam makal;~h ini  ak;tn disalnpaikan tiga pokok bahasan yaitu 1 ) perkem bangan 
alih teknologi pnsca panen tii Indonesia, 2) kebijnkan dan program peinerintah (KNRT) 
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untuk mendorong peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek khususnya 
untuk iptek pertanian dan pangan yang tertuang dalam Jakstranas Iptek dan 2) Kebijakan 
dan program pemerintah untuk mendorong alih teknologi. 

PERKEMBANGAN ALIH TEKPTOLOGI PASCA PANEN 

Kegiatan alih teknologi pasca panen khususnya yattg herasal dari dalam negeri 
belum berkembat~g secara baik. Belum berkembn~~gnya alill tcknologi dari tinlam negeri 
disebabkan antara lain karena teknologi yang ditawarkan yang belum iayak secara teknis, 
ekonomis, sosial dan budaya. Kernampuan pengguna untuk inenyerap teknologi secara 
teknis dan finansial juga masih kurang sehingga sering kali teknologi yang bagus met~jadi 
tidak efektif dan gaga! diadopsi ole11 masyarakat. Disamping itu, disebabkari juga ofeh 
belum berjalannya mekanisme alih teknologi akibat masih lemahnya lembaga litbang 
dalam pengelolaan HKI dan difusi teknologi, kurangnya sarana dan prasarana dalam 
mendukung alih teknologi, minimnya insentif pen~erintah untuk mendukung proses alih 
teknologi dan belurn berfungsinya regi~lasi alih teknologi karena kurangnya sosialisasi. 

Pasokan teknologi pasca panen di dalam negeri didom inasi oleh produk impor. 
Ali l~  teknologi pasca panen yang berasal dari luar negeri umumnya dilakukan dalarn 
bentuk lisensi dan kerjasama antara lembaga. Hal ini karena pada umumnya teknoiogi 
pasca panen dari luar negeri telah dipatenkan oleh lembaga penge~nbangnya. 

Pasokan teknologi pasca panen yang berasal dari dalan~ negeri masih terbatas. 
Pasokan teknologi pasca panen dari dalam negeri berasal dari lembaga lithang peiiierirr~tah 
no11 departemell (LPND) seperti BPPT clau LIPI, L,cmbag;l lithang dcl~artemen seperti 
Deptan, Deperin, DKP, serta Pergtrruan Tinggi dan industri. 

Al ih teknologi pasca panen berasal dari dalatn negeri masill ban yak di lakukan 
dalarn bentuk pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi seperti konsultasi, kontrak 
litbang dan kajian, serta pendidikan dan pelatihan. AIih teknofogi dalarn bentuk lisensi 
dan kerjasama antar lembaga litbang dan industri dalarn negeri masih terbatas karena 
pada umumnya teknologi pasca panen yang dikembangkan !em baga litbang nasional 
belirm banyak yang dipatenkan. 

KEBIJAUN FEMERINTAH D1 IBPDANG III'TEK 

A. Kerangka Dasar Penyusunan KebijaSran Iptek 

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan iptek nasional (penelitian, 
pengembangan dan penerapan iptek) dituangkan dalam Kebijakan Strategis Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) yang ditetapkan 5 tahun sekali. 
Jakstranas Iptek disusun oleh Dewan Riset Nasional sesuai dengan amanat UU No. 18 
Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan iptek 
(Sisnas P3 Iptek). 

Jakstranas iptek menjadi acuan bagi seluruh lembaga litbang di pusat baik 
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) rnauputl Lembaga Litbang Departemen 
(LPD) dalarn menyusun Rencarla Strategis (Renstra) lembaganya serta lembaga litbang 
daerah dan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam tnenyusun Jakstra daerah. 

Landasan I~i iki~~n pengembangan kebijakan strategis iiasio~~ai iptek adalah U U D  
1945 pasal 31 ayat 5 datl UU No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Per~elitian, 
Pengembangan dan Pe~~erapan Iptek. 
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Pasal 3 1 ayat 5 U U D  1945 menyebutkan bahwa "Petnerirrtuh melnajukun ilnzu 
pengefahzlan dun leknologi clengarr tlzenjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
hung,sn ~.o~tztk ~llo~~trj~ikail / ) ~ r ~ ~ ~ / ~ r b n r l  , Y C I ' ~ N  ~ C S ~ ~ C Z / I / P Y C I L I ~  z~ruat nrc~nusia" 

U U  No.18 T a h n  2002 metlyebutkan ballwa perun pemerinlah adalah 
rnengembangkun insoumen kebijakan ztntuk menumbuhkembangkan motivasi, 
memberikat7 si'itnul~rsi d~7n jirsilitas, serla menciptakan iklim yang kondzrsif bagi 
perkemb~mgan sisfem nasional P3 Iptek. Instrumen kebijnkan yang dikembangkan berupa 
kenzuduhun ~ iun  u'ukurlg~rn sumber duya, duna, pernberiun insent8 penyelengg~raun 
progrun? iptek cfun pctnbenltik~m Ie~~bagu. 

Disamping merujuk pada kedua U U  tersebut, Jakstranas lptek juga disusun 
mengacu pada visi-misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Meilengah (RPJM ) 
2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2004-2025) seperti 
diilustrasikan pada Cambar 1 .  

Sejalan dengan visi-misi Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu, iptek diharapkan 
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pertgentasan kemiskinan, pemantapan NKRl 
dan mencipiakn~> lapangan kcrja. 

D a l a n ~  RI'JM 2004-200") pe~imerintah menetapkan ellam bidang fokus 
pengcclnbu~lgiirt iptcli y:~itti: ( I )  I?a~~gnn, (2) Kcscliotan, (3) Encrgi, (4) 'I'eknologi 
l tlfor~rlasi 4211 Koinun i kasi, (5) Transportasi dan (6) Pertallanan. Program petn bangunan 
bidang iptek ctalain RPJM 2004-2009 n~eliputi program litbang iptek, difilsi iptek, 
penguatan kele~nbaganrl iptck dan peningkatan kapasitas iptek sistern produksi. 
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Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan clan Teknologi (2005-2009) 

1 .  Visi Jakstranas Iptek adalah : 

Iptek sebagai kekuatan utama peningltatiln Itcsejahteraan 
yang berkelanjutan dan peradaban bangsa 

2. Misi Jakstranas Iptek adalah: 
e Menempatkat~ lptek sebagai lanclasan kebijakan pcrnbnngunal~ nasional 

yang berkelanjutan; 
e Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek; 

e Mewuj~idkan siste~n inovasi nasional guna meningkatka~~ daya saing 
bangsa; 

Meningkatkan difusi Tptek; 
e Mewujudkan SDM, Sarana dan Pmsarann sertn Kclcn~bagaan Iptek; 

e Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetaht~an 
(knowledge based society) 

Keh(ja%t:~n Strategis Nasiorlal Iptclt r l i  Ritl:lrtji Kei:rh;~tl:aa I D ; i 1 t ~ : l r t  (2005-2009) 

I .  Visi dan Misi Iptek Ketahallarl Pangan 2005-2009 

Visi lptek Ketahanan l'angan 2005-200%atP:tl:1Ii 

"Teraktualisasinya peran ilrnu pengetahuan dan teknoiogi 
dalam pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan" 

Misi Iptek Pangan Ketahanan Bangar1 2005-2009 adalilh mengembangkar~: 

e Sister11 info'onnasi 

e Teknologi panen dan pasca-panen 

Sistem transportasi 

e Teknologi budidaya 

* Bioteknologi pangan 
0 Penelitian keragaman hayati darat dan laut 
e Teknologi produksi tanaman hortikultura, ternak ruminansia dan unggas 

e Teknologi penangkapar-r, budidaya, dan pengamanan su~nberdaya 
kelautan. 

Arah Kebijakan Strategis Nasional Iptek di bictang Ketahanan Pangan 

Arah KebGakan Strategis Nasional Iptek di bidang ketahanan pangan adalall 
sebagai berikut: 

e Meningkatkat~ produktivitas, kiialitas dan efisiensi produksi pertanian 
on-farm dan of farm secara berkelanj utan; 

Melebarkan cakupan atau me~iiperpal~jang siklus pengolahan hasil 
pertan ian; 

Meningkatkan keragaman (diversifikasi) bahan baku pangan; 
* Mendorong Cerwujudnya kolaborasi yang kondusif antara unsur unsur 

kelembagaan iptek. 
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3. Prioritas Utarna Jakstranas Iptek di Bidang Ketahanan Pangan 

Prioritas Utama Jakstmnas Iptek di Bidang Ketahanan pangait adalah sebagai 
berikut : 

e Mcnduliirng tcrwt~jud~lyn kemanciirii~n darl ketahanan pangan sel-ta 
peningkatan daya saing produk pangan 

r Melakukal~ revitalisasi terhadap nilai kearifa~~ lokal 
e Meningkatkal~ jaringan kemitraan antara unsur kelernbagaan iptek 
e Menduku~lg proses implelnentasi dari pengetahuan global ke dalain 

situasi lokal setempat 

4. Kerangka Kebijakan Strategis Nasional Iptek Bidang Ketsaharaan Bangan 

Kerangka Kebijakan Strategis Nasional Iptek Bidang Ketahanan Pangan 
adalah sebagai berikut : 

Mempertajam prioritas litbangyasa iptek pangan 

Meniiigkatkan kapasitas dan kapabilitas Iptek pangan 

Met~ciptakan iklitn inovasi yang kondusif 

e Mclnbciirtrl< strmherdnya mani~sia yang linndal dalam pcl~gelolaan 
pangan 

5.Program Penelitian dan Pengembangan Teknslogi Banen dan Pasca panen 

Teknologi pasca panen yang dikembangkan dari dalam negeri masih terfokus 
pada komoditas pertania~~ tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, sorgurn, dll. 
Sedangkan tekrlologi pasca panen unti~k komoditas pertanian yang lain seperti 
hortikt~ltura, perkcbunail, peterflakan, dan perikanan ~nasih sangat terbatas. Oleh 
karena itu, pemerintah menetapkan prioritas pada pellgembangan teknologi pasca 
panen di luar komoditas talaman pangan (Tabel 1). 
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KEBIJAKAN PEMERINTAN DAEAM ALIH TEKNOLOGI 

Proses alih teknologi lnerupakan siklus kegiatan pengembangan teknologi dan 
difusi inovasi (Gaii~bar 3). Kegiatan pengembangan teknologi ditujukan untuk 
meningkatka~~ pasokan tekiiologi dirnana teknologi yang dikembangkan disesuaikan 
dengall ttrjuan pengel~~bangan, Itebutuhan pengguna dan su~nber daya yang diiniliki 
lelnbaga litbang. 

Pcrcepat:tn proscs alih leknologi ditei~tukan olch faktor politik, ekonomi, sosiai dan 
budaya. Faktor politik antara lain adalah komitmen petnerintah yang dituangkan dalam 
bentuk kebicjakan dan program. Faktor ekonomi antara lain adalah kondisi ekonorni 
makro dan mikro, harga produk teknologi dan daya beli atau kemmpuan pengguna 
untuk membeli produk teknologi. Faktor sosial dan budaya misainya adalah teknologi 
tidak berbenturan dengan adat-istiadat dan agarna yang berlaku di masyarakat, serta 
kesesuaian teknologi dengan tingkat pendidikan inasyarakat pengguna dan jender. 

Kebijakail pelnerintah dalarn alih teknologi bertujuan mendorong peningkatan 
difusi iptek seperti tertuang dalam kebijakan strategis nasional ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Jakstranas Iptek). Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menyusun 
kebijakan dan prograin yang meliputi pengembangan regulasi, pengembangan 
kelembagaan dan- penge~nbangan program insentif. 

Dala~n bidailg regulasi, pelnerintah dalarn hat ini  Kementerian Negara Riset dan 
Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Pernerirltah yang bertujuan mendorong 
peningkatan alih tcknologi khususnya tekilologi yang dillasilkan oleh Perguruan Tinggi 
dan le~nbaga litbang, yaitu PIWo 20 'l'ahun 2005 'l'entang Alih Teknologi Kekayaan 
llitelekt~~al SerLi~ l-lasi l I"ene1itian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan 
Lcnlbaga Ikcltoliii~t~i tiall Ikcgc~~~b:u~gtit~.  

Pcsatura~~ i'e~ncrintnlt No.20 l'allun 2005 inerupakan peraturan pelaksar~a dari 
pasal 16 UU No. 18 taliun 2002 tentang SlSNAS P3 Iptek. PP No.20 Tahun 2005 terdiri 
dari 4 BAB yaitti 1 )  Ketentuan Umum, 2) Tujuan, 3) Kepemilikan dan 4) Alih 
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Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Petlge~nbangan oleh 
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta 57 pasal. Berikut 
disampaikan materi pokok Perati~ran Pernerintah tersebut. Materi PP secara lengkap 
terdapat pada buku PP No. 20 Tahun 2005 yang diterbitkan oleh KNRT. 

1. Ketentuan Umum 
Ketentuan umum memuat 1 )  batasan mengenai: alih teknologi, penelitian, 
Pengernbangan, lernbaga litbang, pemerintah, kekayaan intelektual, lisensi dan 
Menteri dan 2) Perguruan tinggi dan lernbaga litbang waiib rnengiisahaka~i alih 
teknologi yang dibiayai ole11 peinerintah (Pasal 2). 

2. Tujuan 
Tujuan diterbitkan PP No. 20 Tahun 2005 (pasal 4) adalah sebagai berikut : 

Menyebarluaskan Iptek 
Meningkatkan keman1pual.t masyarakat dalam memanfaatkan dan 
menguasai Iptek 

3. Kepernilikan 
Kepemilikan HKI diatur dalarn pasal 5 PP No. 20 Tahun 2005 sepgrti berikut : 

Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang yang yang dibiavai 
seoenuhnya oleh Pernerintah danlatau Pemda merupakan milik 
Pernerintal~ dan/atai~ Pemda. 
Pembiayaan kegiatan lithang yang dihinvni s c b a ~ j a ~  oleh Pemerintah 
dan/aiau Pemda dan sebngian ole11 pihiti< Inin,  ~ncrupakan lnilik 
Pemerintah danlatarr Pemda dan pitiak l r i i ~ i  yang bcr-sa~lgkutnn secara 
bersama. 

e Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan 
litbang dilaksanakan melalui perjanjian bersama perguruan tinggi dan 
lernbaga litbang dengan 'pihak lain yang membiayai sebagian kegiabn 
litbang sesuai dengan ketentuan peraturan pentndang-unda17gan. 

Konsekuensi Pengaturan Kepemilikan 
Kepernilikan kekayaan intelekt~ial dan hasil kegiatan litbang rnilik 
pemerintah tidak dapat dialihkan - Pasal G 
Adanya kewenangan pemerintah untuk menentukan dan mengatur 
pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang -.Pasal8 
Pemilikan bersarna menimbulkan adanya proporsi kontribusi di dalarn 
pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan iitbang - Pasal 9 
Pengelolaan diiimpahkan kepada perguriian tinggi dan lembaga litbang 
- Pasal 10 

a Pelaporan dilakukan kepada Menteri Ristek dan diati~r lebih !alljut oieh 
Menteri (Kepmen) - Pasal 12 

4. Alih Teknologl 

Alih Teknologi dapat dilakukan dengan d t ~ a  cara yaitir 
1 .  Kornersial 
2. Non kornersial diarahkan pada: 

a. mendorong pengtuasaatt dan pemanfaatan iptek, 
b. mendorong terciptanya temuan-temuan iptek, 
c. mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah 

- pasa l14&15 
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Perguri~an tinggi cl;111 Ie~nbagn litbang wai ib inembentuk uni t  keria yang 
bertanggung jawab dalam pelaksar~aan pengelolaan alih teknologi - Pasal 16 

Alih teknologi dapat dilakukan tnelalui ernpat mekanisme , yaitu : 
e lisensi, 
e kerjasama, 
Q peiayanan iasa iptek, dan atau 
e publikasi. 

- Pasal 20 

Penggannaan Pendapatan 
e Pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang dibebankan 

kepada penerima teknologi - Pasal 35 
e Pemerintah dapat ~nembiayai pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan 

litbang sesuai Peraturan Perundang-undangan - Pasal36 
Perguruan tinggi dan leinbaga litbang Pemerintah berhak -menggunakar~ 
pendapatan yang diperolehnya untuk mengernbangkall diri. 
Pendapatal~ dapat langsung digunakan untuk : 

8 men ingkatkan anggaran l i tbang; 
e memberiknn insentif di lii2gkungannya; 

memperkuat kemampuat~ pengelolan dan alih teknologi; 
melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya iptek; 

0 meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi 
memperluas jaringan ke j a  dengan len~baga-lernbaga lain. 

Pasal 38 

e Pimpinan perguruan tinggi dan le~nbaga litbalg Pemerintah wajib: 
I mengirimkan rencana ke rja 
.V mclapo&m l~"cl;tksan;lan pendapatan alih tckrlologi kekayaan il~telektual 

serta hasil kcgiatnn litbang 
Pasal 39 

e Ketcrit~la~i nlongcnai tala cara penyusunan rencana kerja dan pelaporall diattlr 
lebih lat~jut ole11 Menteri Keuangan dengall memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Pembinaan 
Menristek melakukan pernbi~iaan alih teknologi secara nasional di bidang : 

sumberdaya manusia, 
e pendanaan, 

informasi, dan 
e saran3 dan prasarana 
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B. Program Insentif Riset, NKI dan Komersialisasi 

Ke~nenterian Negara Riset dan Teknologi telah ~neluncurkan berbagai program 
insentif riset, HKI dan komersialisasi dalam rangka mendukung pengembangan dan 
percepatan alih teknologi. 

Program insentif riset KNRT bertujuan untuk meningkatkan pasokan teknologi 
khususnya dari le~nbaga litbarlg pc~nerintah dan Pcrgttrtran Tinggi. Program inscntif riset 
tersebut antara lain adalah Riset Unggulan Terpadu (RUT), Riset Unggulan Terpadu 
Inter~lasional (RUTI), Riset Dasar MIPA, Riset Pcngemhangail Kapasitas (RPK.), Riset 
Unggulan Kemitraan (RUK), Riset Ullggtilan Kemasyarakatan (IIUKK) cian Riset 
Unggulan Strategis Nasionai (RUSNAS). Program insentif HKI dan kornersialisasi 
KNRT bertujuan rneningkatkan alih teknologi yang dillasilkan lembaga litbang 
pemerint& dan Perguruan Tinggi. Program insentif HKI antara lain adalali program oleh 
paten dan program pengembangan sentra WaKI. Program insentif komersialisasi hasil 
Riset antara lain adalah Katalis Teknologi, Stnr Up Capital Program (SUCP) dan 
program Iptekda LPND Ristek. Program insentif RUT, RUT!, Riset Dasar MIPA, 
RPK,RUKK, Katalis Teknologi, HKI dan SUCP diorientasikan ~nenduki~ng pada periode 
awal pertumbul~an industri berbasis teknologi (Gambar 2). 

Sedangkan RUSNAS dan RUK diorientasika~~ untuk mendukung pada awal 
pertumbuhan, periode perturnbullan dan periode Zeve2ing-of dari industri berbasis 
teknologi. 

dakpastian P Persaingan, P Persaingan harga & 

PENUTUP 

Alih teknologi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari penelitian, 
pengcriibangan cia11 pencrapan iptclc dan mcrupakal~ program prioritas pcmcl.intah seperti 
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tertuang pada Kebijakan Strategis Nasional lptek 2005-2009 dan Rencana ?embangunall 
Jangkah Menengah 2004-2009. 

Pemerintalt telah ~neluncurkan kebijakan dan program untuk me~ldorong 
pengembangan dan percepatan alih teknologi di tanah air, khususnya teknologi yang 
dikembangkan oleh lembaga litbang dalam negeri baik pemerintah maupun swasta. 
Kebijaka~t dait program alih teknologi meliputi pengembangan regulasi, pengembangan 
kele~nbagnan cia11 pci~geillh~nga~t program insentif. 

Kebeshasilitn proscs alili tckriologi secara ~~asionai ditcntukan oleh kapabilitas atalr 
kel~iampuan Icmbaga litbang ditui~jang oleh inl'rnstrt~ktur darl proses yang marnpu 
~ne~lgatasi har l lha t i~~l  yiing i~tla, ko~nuniknsi atitil pi~blikasi hasil litbang dan intervensi 
pemesi~ttah. Lenlbitga Ilarus mengcn'at potensi diri, n~engetahui sumber teknologi, 
merniliki kemampuan manajernen dan bernegosiasi dan memiliki komitmen kerja keras. 
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